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§ Rencana Pembangunan Indonesia saat ini yaitu lebih
memperkuat perekonomian Indonesia dengan meningkatkan
sumber daya manusia dan daya saing di pasar global 

§ Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam
mewujudkan pembangunan nasional adalah ketersediaan
layanan Infrastruktur di Indonesia à meningkatkan
konektivitas, menurunkan disparitas dan mendongkrak
pertumbuhan ekonomi

§ Infrastruktur dinilai sebagai salah satu kunci untuk
pemulihan ekonomi nasional pasca Pandemi Covid 19

§ Skema Pembiayaan alternatif à Kerja sama Pemerintah
Badan Usaha merupakan salah satu skema yang dapat dipilih
dan menjadi program pemerintah berdasarkan Peraturan
Presiden No 38 Tahun 2015

PENDAHULUAN



RPJMN 2020-2024 
Penterjemahan Visi 
Presiden –Wakil Presiden 
Terpilih
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KERANGKA PENDANAAN INFRASTRUKTUR 2020-2024
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KERJA SAMA 
PEMERINTAH BADAN 
USAHA (KPBU)

• Pengertian KPBU
• Kerjasama antara

pemerintah dan badan 
usaha dalam penyediaan
infrastruktur yang bertujuan
untuk kepentingan umum
yang Sebagian atau
seluruhnya menggunakan
sumber data badan usaha
dengan sebuah pembagian
risiko antara para pihak
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Kebutuhan Aspek
Hukum
§ “Pembangunan infrastruktur negara 

membutuhkan ahli hukum agar pembangunan
infrastruktur menjadi lebih berkualitas, 
sehingga mampu mendukung pertumbuhan
ekonomi dan terwujudnya pemerataan hasil-
hasil pembangunan“

§ Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam acara 
Musyawarah Besar Ikatan Alumni dan Reuni Akbar, 
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, 2020

Menteri Basuki : Peran Ahli Hukum Dibutuhkan untuk Pembangunan 
Infrastruktur Berkualitas (pu.go.id)

https://eppid.pu.go.id/page/kilas_berita/1610/Menteri-Basuki-Peran-Ahli-Hukum-Dibutuhkan-untuk-Pembangunan-Infrastruktur-Berkualitas
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§ Permasalahan yang berkaitan dengan
perjanjian kerja sama KPBU

§ Implementasi perjanjian yang tidak sesuai
dengan jadwal
§ Syarat Pendahuluan
§ Tanggal Efektif
§ Amandemen Perjanjian dalam rangka

mengakomodir kebutuhan para pihak

§ Potensi Sengketa yang timbul dari
implementasi perjanjian kerja sama

Permasalahan Hukum
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Bidang Hukum dalam Pembangunan 
Infrastruktur

Hukum Tata Negara

Kepatuhan akan ketentuan kelembagaan
di Indonesia

Hukum Administrasi Negara

Identifikasi kewenangan dan tindakan
hukum Badan Publik dan Perjanjian Publik

Hukum Perdata

Identifikasi kewenangan dan tindakan
hukum Badan Privat dan Perjanjian

Hukum Pidana

Kepatuhan akan ketentuan pidana di 
Indonesia

Hukum Lingkungan dan Tata 
Ruang

Identifikasi kepatuhan atas rencana tata 
ruang wilayah dan pertanahan di 
Indonesia

Hukum Investasi

Identifikasi skema investasi dan 
optimalisasi aset di Indonesia

Penyelesaian Sengketa

Identifikasi dan pelaksanaan
penyelesaianan sengketa infrastruktur

Hukum Internasional

Berbagai Perjanjian Internasional dan 
organisasi internasional
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Aspek Hukum Pembangunan Infrastruktur

Tata Kelola

Efektifitas payung
hukum pelaksanaan

pembangunan
Kelembagaan/ 
kewenangan

Perjanjian Kerja
Sama 

Pendampingan proses 
transaksi kontraktual

Pengadaan BUP

Mewujudkan
pengadaan yang 

transparan dan fair

Penyelesaian
Sengketa

Arbitrase sebagai 
metode penyelesaian

sengketa Pembangunan 
Infrastruktur

Konstruksi

Pencegahan & 
Penanganan

Pelaksanaan Konstruksi
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ASPEK HUKUM

Subjek 
Hukum

Objek 
Hukum

Hubungan 
Hukum 

Akibat 
Hukum 

Dasar 
Hukum

Perbuatan 
Hukum 

Peristiwa
Hukum

Fakta 
Hukum
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TATA KELOLA
Kesesuaian Proyek dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan/ atau
rencana strategis kementerian/ lembaga/ rencana kerja pemerintah daerah. Rencana bisnis
BUMN/BUMD

Kesesuaian suatu proyek dengan rencana tata ruang wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan
jenis infrastruktur yang akan dikerjasamakan

Kajian mengenai kelembagaan, berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam menyediakan
infrastruktur publik

Pemanfaatan Aset BMN/BMD
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ASPEK PEMANFAATAN BARANG MILIK 
NEGARA/DAERAH 
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Perjanjian
Kontrak
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1. Memformalkan secara hukum kesepakatan-
kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak

2. Menyusun klausul-klausul yang isinya dapat
dipahami dengan baik;

3. Menyusun klausul-klausul yang didalamnya
memuat hak dan kewajiban para pihak;

4. Menyusun klausul-klausul antisipatif yang 
harus dipahami oleh para pihak mana kala 
timbul perbuatan, peristiwa atau hal hal yang 
mengakibatkan salah satu pihak atau kedua
pihak harus menanggung resiko

PERANCANGAN PERJANJIAN 
KERJASAMA
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§ Prinsip otonomi para pihak (party autonomy)

§ Kewenangan, atau kehendak bebas dari
para pihak untuk menentukan bentuk dan 
muatan perjanjian

§ Prinsip Timbal Balik (Resiprositas)

§ Pembuatan perjanjian harus berdasarkan
kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan
timbal balik dari para pihak. 

§ Pacta Sunt Servanda

§ Perjanjian yang dibuat oleh para pihak
berlaku sebagai undang-undang

PRINSIP PERANCANGAN 
PERJANJIAN KERJA SAMA
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KONTRAK YANG DIBUAT OLEH NEGARA/PEMERINTAH

Jenis Kontrak : 

Kontrak Pembangunan Ekonomi (Economic Development 
Agreement)

Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(Agreement on Government Procurement)

Permasalahan dalam Perjanjian yang 
melibatkan negara/ pemerintah
Masalah Kedudukan para pihak à Jure imperii dan Jure 
Gestiones à Equality of the parties

Pilihan hukum yang berlaku

Pilihan forum/ Metode penyelesaian sengketa yang 
dipilih oleh para pihak
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KARAKTERISTIK KONTRAK PEMBANGUNAN EKONOMI

Kontrak jangka Panjang (long term contract)

Nilai Perjanjian yang cukup besar

Objek Perjanjian yang meliputi kepentingan umum atau kepentingan sosial

Hukum yang berlaku biasanya hukum nasional

Adanya persyaratan administratif

Perjanjian yang biasanya objeknya menyangkut kepentingan penduduk atau rakyat banyak
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PERMASALAHAN DALAM LONG TERM CONTRACT

HARD SHIP

FORCE MAJEUR
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§ Perjanjian KPBU ditandatangani oleh para subjek
hukum yaitu PJPK dan Badan Usaha Pelaksana
§ Peran Negara sebagai Jure Gestiones

§ Perjanjian KPBU merupakan Kontrak
Pembangunan 

§ Perlu memperhatikan prinsip-prinsip perjanjian
seperti syarat sahnya perjanjian à tidak ada
syarat sahnya perjanjian yang seragam antara satu
negara dengan negara lain
§ Pasal 1320 KUHPerdata

§ Implementasi prinsip-prinsip hukum kontrak
internasional dalam perjanjian KPBU

Perjanjian
KPBU

Pasal 41, 42, dan 43, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama 
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
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§ Potensi sengketa yang timbul dari implementasi
perjanjian kerja sama à Wanprestasi atau perbedaan
penafsiran

§ Klausula penyelesaian sengketa disepakati oleh para 
pihak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di 
kemudian hari

§ Metode dan Alternatif penyelesaian sengketa yang 
dapat dipilih oleh para pihak, di dalam dan di luar
pengadilan

§ Praktik Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa yang 
dapat dipilih oleh para pihak
§ Arbiter dengan keahlian KPBU

Penyelesaian
Sengketa

Pasal 32 ayat (2) huruf k, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
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PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN

PENGADILAN ARBITRASE 

ARBITRASE 
KOMERSIAL 

INTERNASIONAL 

ARBITRASE 
PENANAMAN 

MODAL  (Investment 
Arbitration)

ALTERNATIF 
PENYELESAIAN 

SENGKETA 

MEDIASI KONSILIASI
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PENUTUP

Pembangunan infrastruktur tidak lepas
dari aspek hukum, sehingga
dibutuhkan pendampingan oleh para 
ahli hukum yang memiliki penguasaan
berbagai kompetensi hukum dalam
membantu pembangunan
infrastruktur di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur perlu
dilakukan kolaborasi dengan bidang
keilmuan lainnya seperti bidang
ekonomi dan Teknik untuk
menghasilkan riset dan/atau
memperkuat kajian pembangunan
infrastruktur di Indonesia.



TERIMA 
KASIH

Dr. Prita Amalia, S.H., M.H.


